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KATA KUNCI understanding of family law and premarital education. This study concludes that
Peradilan Agama, Social Religious Courts play a crucial role in providing legal and social education
Education, Perceraian through mediation, legal counseling, and fair case resolution to mitigate the

social impact of divorce.

ABSTRAK

Pengadilan Agama Luwuk berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyelesaian
konflik, tetapi juga sebagai alat untuk mendidik masyarakat secara sosial.
Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum
melalui kajian literatur dan analisis data perceraian periode 2019 hingga 2023.
Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat perceraian sebesar
34,7% dalam lima tahun terakhir. Faktor utama yang menyebabkan perceraian
adalah ketidakcocokan dalam rumah tangga, masalah finansial, intervensi pihak
ketiga, serta kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya angka perceraian
mencerminkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga
serta pendidikan sebelum menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
Peradilan Agama memiliki peranan krusial dalam memberikan pendidikan
hukum dan sosial lewat mediasi, penyuluhan hukum, serta penyelesaian kasus
secara adil untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh perceraian.

1. Pendahuluan Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan regulasi tersebut

Dalam sistem hukum Indonesia, Peradilan mencerminkan penguatan peran Peradilan Agama
Agama memiliki kedudukan sebagai salah satu dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Oleh
lembaga peradilan yang berwenang menangani karena itu, Peradilan Agama saat ini tidak hanya
perkara tertentu bagi umat Islam, khususnya yang menjalankan fungsi adjudikatif dalam penyelesaian
berkaitan dengan perkawinan, perceraian, waris, sengketa,  tetapi  juga  berkontribusi  dalam
hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Kewenangan meningkatkan literasi hukum dan membentuk
tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 kesadaran sosial ~masyarakat melalui berbagai
Tahun 1989 yang telah direvisi melalui Undang- mekanisme yang tersedia dalam proses peradilan.,

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang tetapi juga berperan sebagai alat pendidikan hukum
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dan sosial bagi masyarakat. (Abdullah, 2020;
Asnawi, 2021).

Secara global, perceraian menjadi salah satu isu
sosial yang terus mengalami peningkatan dalam
berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh
Organisation for Economic Co-operation and
Development menunjukkan bahwa perubahan
struktur keluarga, tekanan ekonomi, perkembangan
teknologi digital, serta perubahan nilai sosial menjadi
faktor utama meningkatnya angka perceraian di
berbagai belahan dunia. Studi terbaru juga
menunjukkan bahwa kualitas komunikasi pasangan,
stabilitas ekonomi keluarga, dan kesiapan psikologis
sebelum menikah memiliki pengaruh signifikan
terhadap keberlangsungan perkawinan (Amato,
2023; Kalmijn, 2024). Fenomena tersebut
menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya
merupakan persoalan hukum, melainkan juga
persoalan sosial yang memerlukan pendekatan
multidisipliner.

Tingginya angka perceraian di Indonesia
mencerminkan kompleksitas persoalan keluarga
yang dihadapi masyarakat saat ini. Data Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia menunjukkan bahwa perkara
perceraian masih menjadi kategori perkara dengan
jumlah terbanyak yang diterima dan diperiksa oleh
Peradilan Agama setiap tahunnya, (Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023). Tingginya
angka perceraian tidak hanya berdampak pada
pasangan yang berpisah, tetapi juga berimplikasi
terhadap kesejahteraan anak, stabilitas keluarga, dan
kohesi sosial masyarakat (Abidin & Aminuddin,
2019). Penelitian internasional menunjukkan bahwa
perceraian berhubungan dengan meningkatnya risiko
masalah  psikologis pada anak, penurunan
kesejahteraan sosial, serta melemahnya modal sosial
dalam masyarakat (Héarkonen ef al., 2023).

Dalam perspektif pendidikan sosial (social
education), perceraian dapat dipahami sebagai
indikator belum optimalnya proses internalisasi nilai-
nilai keluarga, komunikasi interpersonal, dan
penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga.
Pendidikan  sosial ~ menekankan  pentingnya
pengembangan kompetensi sosial, kesadaran hukum,
tanggung jawab keluarga, dan kemampuan adaptasi
individu  dalam  kehidupan  bermasyarakat
(Brodjonegoro, 2021). Sejalan dengan itu, penelitian
oleh Biesta (2023) menjelaskan bahwa pendidikan
sosial berfungsi membentuk kapasitas warga negara
untuk menghadapi berbagai persoalan sosial secara
konstruktif, termasuk konflik keluarga dan
perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan social
education menjadi relevan dalam menganalisis

fenomena perceraian yang terus meningkat.

Peradilan Agama memiliki posisi strategis sebagai
agen pendidikan sosial karena setiap proses hukum
yang dijalankan tidak hanya menghasilkan putusan,
tetapi juga memberikan pembelajaran sosial kepada
masyarakat. Melalui mekanisme mediasi, konsultasi
hukum, penyuluhan, dan proses persidangan yang
edukatif, Peradilan Agama dapat mendorong
terbentuknya kesadaran hukum dan penguatan
ketahanan keluarga. Penelitian terbaru menunjukkan
bahwa efektivitas mediasi keluarga yang didukung
oleh pendekatan edukatif mampu menurunkan tingkat
konflik pasca perceraian dan meningkatkan
pemahaman para pihak mengenai hak dan kewajiban
keluarga (Maclean & Eekelaar, 2023).

Konsep social education atau pendidikan sosial
menjadi relevan untuk menjelaskan fungsi tersebut.
Social education merupakan pendekatan yang
menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk
membangun kesadaran sosial, memperkuat nilai-nilai
kemasyarakatan, dan meningkatkan kemampuan
individu dalam menghadapi berbagai persoalan
kehidupan sosial (Brodjonegoro, 2021). Dalam
konteks keluarga, pendidikan sosial berperan penting
dalam  membentuk  kemampuan  komunikasi,
pengelolaan konflik, pengambilan keputusan, dan
pemahaman terhadap hak serta kewajiban dalam
kehidupan rumah tangga.
menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum
keluarga dan minimnya pendidikan pranikah
berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di
berbagai negara Muslim (Alghamdi & Hassan, 2024).

Peradilan Agama di Indonesia memiliki
karakteristik unik karena memadukan fungsi yudisial
dan nilai-nilai keagamaan dalam penyelesaian perkara

Penelitian  terbaru

keluarga. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya
bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai
mediator, konselor, dan pendidik sosial bagi para
pihak yang berperkara. Melalui mekanisme mediasi,
penyuluhan  hukum, pemberian nasihat, dan
perlindungan terhadap hak perempuan serta anak,
Peradilan Agama menjalankan fungsi edukatif yang
berkontribusi terhadap pembangunan kesadaran
hukum masyarakat (Ismail et al., 2025).

Fenomena tersebut juga terlihat di wilayah hukum
Pengadilan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah. Data Pengadilan Agama
Luwuk menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga
Agustus 2025 terdapat 2.872 perkara perceraian yang
terdiri atas 2.151 cerai gugat dan 721 cerai talak
(Luwukpost.id, 2021). Tingginya angka perceraian ini
menunjukkan bahwa persoalan keluarga masih
menjadi tantangan sosial yang serius di masyarakat.
Selain faktor ekonomi, perselingkuhan, rendahnya
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kualitas komunikasi keluarga, dan ketidaksiapan
pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah
tangga menjadi faktor dominan yang
melatarbelakangi perceraian (Basri, 2019; Aridhona
& Bakar, 2020; Ambarwati, 2021; Lumintang ef al.,
2022; Samsidar et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji
perceraian dari perspektif hukum Islam, sosiologi
keluarga, maupun psikologi sosial. Namun demikian,
sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor
penyebab perceraian dan aspek yuridis putusan
pengadilan. Kajian yang secara khusus menempatkan
Peradilan Agama sebagai instrumen social education
dalam membangun kesadaran hukum dan ketahanan
keluarga masih relatif terbatas, khususnya pada
konteks lokal Pengadilan Agama Luwuk. Padahal,
perspektif ini penting untuk memahami bagaimana
proses peradilan dapat berfungsi sebagai media
pendidikan sosial yang mampu mengurangi dampak
negatif perceraian sekaligus memperkuat kapasitas
masyarakat dalam membangun keluarga yang
harmonis.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut,
studi ini bertujuan untuk menganalisis peran
Peradilan Agama dalam perspektif social education
dengan mengambil kasus pada Pengadilan Agama
Luwuk Kabupaten Banggai.
diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan
konseptual bagi pengembangan studi hukum
keluarga dan pendidikan sosial, tetapi juga
menawarkan implikasi praktis dalam memperkuat
peran Peradilan Agama sebagai sarana edukasi
hukum yang mendukung peningkatan ketahanan
keluarga dan kesadaran hukum masyarakat.

a) Peradilan Agama dalam Sistem Hukum

Indonesia

Penelitian  ini

Peradilan Agama merupakan institusi peradilan
yang menjalankan fungsi yudisial dalam menangani
perkara-perkara tertentu bagi warga negara yang
beragama Islam. Keberadaan dan kewenangannya
memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
beserta perubahan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009. Secara normatif, kewenangan
tersebut mencakup penyelesaian perkara di bidang
perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infak,
sedekah, serta sengketa ekonomi syariah yang
berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat
Muslim, (Azhari, 2020; Mirwan, 2020). Dalam
kerangka hukum di Indonesia, Peradilan Agama
berperan sebagai institusi bukan hanya untuk
menegakkan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk
mewujudkan keadilan yang mendasar yang
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didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip
negara hukum. Perkembangan kewenangan Peradilan
Agama menunjukkan adanya penguatan posisi
lembaga ini dalam memberikan perlindungan hukum
bagi masyarakat Muslim sekaligus mendukung
terciptanya kepastian hukum dan ketertiban sosial
(Asnawi, 2021). Seiring dengan itu, studi terbaru
mengungkapkan bahwa pengadilan yang berlandaskan
agama memainkan peran vital dalam menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
dengan menggunakan pendekatan yang
mengedepankan nilai-nilai budaya, etika, dan
keyakinan agama warga (Ismail et al., 2025; Ali &
Hasan, 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, Peradilan
Agama tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi
juga berperan sebagai institusi pendidikan sosial
(social education) yang mendorong peningkatan
kesadaran hukum dan ketahanan keluarga di
masyarakat. Fungsi tersebut tercermin melalui proses
mediasi, pemberian nasihat hukum, perlindungan hak
perempuan dan anak, serta edukasi mengenai hak dan
kewajiban para pihak yang berperkara (Abdullah,
2020; Azizah Yasmine et al., 2024). Kajian
internasional menunjukkan bahwa pengadilan
keluarga modern semakin diarahkan untuk tidak
sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga
mengedepankan pendekatan edukatif dan restoratif
guna mengurangi konflik sosial yang berkepanjangan
serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pasca
putusan (Maclean & Eckelaar, 2023). Selain itu,
konsep social education menempatkan lembaga
hukum sebagai agen pembelajaran sosial yang
berkontribusi dalam membentuk warga negara yang
sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu
menyelesaikan konflik secara damai (Biesta, 2023).
Oleh karena itu, Peradilan Agama di Indonesia dapat
dipahami tidak hanya sebagai institusi hukum formal,
tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam
membangun budaya hukum dan ketahanan sosial
masyarakat.

b) Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (faldq)
merupakan perbuatan yang diperbolehkan sebagai
jalan terakhir ketika tujuan perkawinan untuk
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun
demikian, Islam memandang perceraian sebagai
tindakan yang tidak dianjurkan karena berpotensi
menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi
bagi pasangan maupun anak-anak yang terlibat
(Abidin & Aminuddin, 2019; Amiruddin, 2020). Oleh
karena itu, syariat Islam menekankan pentingnya
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upaya perdamaian, musyawarah, dan mediasi
sebelum perceraian dilakukan. Dalam konteks
Indonesia, prinsip tersebut diakomodasi melalui
kewajiban mediasi di Pengadilan Agama sebelum
pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Abdullah,
2020). Kajian internasional menunjukkan bahwa
perceraian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai
persoalan hukum, tetapi juga sebagai fenomena
sosial yang dipengaruhi oleh perubahan struktur
keluarga, tekanan ekonomi, transformasi nilai
budaya, dan kualitas relasi interpersonal dalam
rumah tangga (Amato, 2023; Kalmijn, 2024).
Penelitian oleh Héarkonen, Bernardi, dan Boertien
(2023) bahkan menegaskan bahwa perceraian
memiliki implikasi jangka panjang terhadap
kesejahteraan anak, stabilitas keluarga, dan kohesi
sosial masyarakat sehingga memerlukan pendekatan
yang lebih komprehensif daripada sekadar
penyelesaian hukum formal, (Anshori, 2019).
Menurut ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui
mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum
menjatuhkan putusan, hakim wajib mengupayakan
perdamaian antara para pihak sebagai bentuk
perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Oleh
karena itu, perceraian dipahami sebagai jalan terakhir
yang dapat ditempuh apabila berbagai upaya
penyelesaian dan rekonsiliasi  tidak  berhasil
mengatasi konflik dalam rumah tangga (Santoso,
2016; Mirwan, 2020). Bagi penganut Islam, otoritas
tersebut terletak pada Pengadilan Agama yang tidak
hanya menyelesaikan sengketa, namun juga
menjamin perlindungan terhadap hak-hak wanita dan
anak-anak setelah perceraian melalui pengaturan
tentang tunjangan, hak asuh anak, serta pemenuhan
tanggung jawab keluarga (Alya, 2024; Cahyani &
Hufron, 2024). Sejalan dengan perkembangan
hukum keluarga global, pengadilan keluarga modern
semakin mengedepankan pendekatan restoratif dan
berbasis keadilan sosial guna meminimalkan dampak
negatif perceraian terhadap para pihak yang
berperkara (Maclean & Eekelaar, 2023). Dengan
demikian, perceraian dalam hukum positif Indonesia
tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemutusan
hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen
perlindungan hukum yang bertujuan menjaga
keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan
keluarga pasca perceraian. (Amiruddin, 2020).
¢) Social Education: Konsep dan Relevansinya
Social education atau pendidikan sosial
merupakan pendekatan pendidikan yang berorientasi

pada pembentukan individu agar mampu hidup,
berinteraksi, dan berpartisipasi secara bertanggung
jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini
tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan,
tetapi  juga internalisasi  nilai-nilai  sosial,
pengembangan keterampilan komunikasi,
kemampuan menyelesaikan konflik, serta kesadaran
terhadap hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat
(Brodjonegoro, 2021). Dalam perspektif ilmu sosial,
manusia dipahami sebagai makhluk yang tidak dapat
dipisahkan dari lingkungan sosialnya sehingga proses
pendidikan harus mampu membentuk perilaku sosial
yang adaptif dan konstruktif (Amane & Rahman,
2022). Perkembangan  kajian  internasional
menunjukkan bahwa social education berperan
penting dalam membangun kompetensi sosial,
ketahanan individu, dan kemampuan menghadapi
berbagai persoalan kehidupan melalui proses
pembelajaran yang berorientasi pada nilai, partisipasi,
dan tanggung jawab sosial (Biesta, 2023). Selain itu,
penelitian terbaru menegaskan bahwa pendidikan
sosial berkontribusi dalam penguatan kohesi sosial,
pembentukan karakter kewargaan, serta peningkatan
kapasitas  individu dalam  mengelola relasi
interpersonal dan konflik sosial secara damai (Tarozzi
& Mallon, 2024; Davies, 2024).

Relevansi social education dalam konteks
perceraian dan Peradilan Agama terletak pada
kemampuannya menjelaskan bahwa konflik rumah
tangga bukan semata-mata persoalan hukum,
melainkan juga berkaitan dengan proses sosialisasi
nilai-nilai keluarga, komunikasi interpersonal, dan
tanggung jawab sosial yang belum berjalan optimal.
Tingginya angka perceraian dapat dipandang sebagai
indikator adanya kesenjangan dalam pendidikan
keluarga dan pendidikan sosial yang seharusnya
membekali individu dengan kemampuan membangun
hubungan yang sehat dan berkelanjutan (Dhewy,
2020). Dalam konteks tersebut, Peradilan Agama
memiliki potensi strategis sebagai agen social
education melalui fungsi mediasi, konsultasi,
penyuluhan hukum, serta pemberian edukasi
mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga.
Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian
internasional yang menunjukkan bahwa institusi
publik yang mengintegrasikan fungsi edukatif dalam
penyelesaian konflik mampu meningkatkan kesadaran
hukum, memperkuat ketahanan keluarga, dan
mendorong penyelesaian sengketa yang lebih
berorientasi pada pemulihan hubungan sosial
dibandingkan sekadar penegakan aturan formal
(Maclean & Eekelaar, 2023; Hémaildinen, 2024).
Dengan demikian, social education menjadi kerangka
konseptual yang relevan untuk memahami sekaligus
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memperkuat peran Peradilan Agama dalam
membangun masyarakat yang sadar hukum dan
berketahanan sosial

d) Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian adalah sebuah kejadian yang memiliki
banyak dimensi, yang dipengaruhi oleh kombinasi
berbagai elemen baik dari dalam maupun luar dalam
kehidupan keluarga. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa faktor ekonomi, perselisihan
yang  berkepanjangan,  rendahnya  kualitas
komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah
tangga, serta ketidakharmonisan hubungan menjadi
penyebab utama terjadinya perceraian (Lumintang et
al., 2022; Hakim, 2022; Fauzi, 2022). Perubahan
sosial yang cepat, meningkatnya tuntutan ekonomi
keluarga, serta pergeseran nilai dan peran dalam
rumah tangga juga turut memengaruhi stabilitas
perkawinan. Studi
menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi,
tekanan pekerjaan, ketimpangan pembagian peran
domestik, dan rendahnya kemampuan pasangan
dalam mengelola konflik merupakan prediktor
signifikan meningkatnya risiko perceraian (Raley &
Sweeney, 2023; Mikucka et al., 2024). Selain itu,
perkembangan teknologi digital dan media sosial
telah menciptakan bentuk-bentuk baru konflik
perkawinan yang terhadap
menurunnya kualitas hubungan suami istri, termasuk
berkurangnya interpersonal  dan
meningkatnya potensi perselingkuhan emosional
maupun virtual (Vaterlaus & Tulane, 2024).

Dalam konteks Indonesia, tingginya angka
perceraian tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial
dan budaya yang memengaruhi dinamika keluarga,
(Hidayah & Mulyadi, 2021). Meningkatnya
kesadaran hukum, kemandirian ekonomi perempuan,
urbanisasi, serta perubahan pola relasi dalam
keluarga telah mengubah cara pasangan memandang
keberlangsungan perkawinan (Ambarwati, 2021;
Alya, 2024). Di samping itu, rendahnya kesiapan
mental dan emosional dalam memasuki kehidupan
perkawinan sering kali menyebabkan pasangan
kesulitan menghadapi berbagai tantangan rumah
tangga sehingga konflik berkembang menjadi
perceraian. Penelitian terbaru dalam kajian keluarga

internasional terbaru

berkontribusi

komunikasi

menegaskan bahwa kualitas hubungan sebelum dan
selama perkawinan, tingkat kematangan emosional,
serta kemampuan membangun dukungan sosial
memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap
ketahanan keluarga dibandingkan faktor ekonomi
semata (Williamson ef al., 2024; Lavner & Bradbury,
2023). Oleh karena itu, penting untuk melihat
perceraian sebagai akibat dari pengumpulan berbagai
elemen yang saling terkait, sehingga langkah-
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langkah untuk mencegahnya perlu melibatkan
pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek
hukum, tetapi juga pada peningkatan pendidikan
keluarga, pemahaman hubungan, serta ketahanan
sosial dalam masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah  penelitian  hukum  normatif  yang
menitikberatkan pada pengkajian norma-norma
hukum positif yang mengatur suatu permasalahan
hukum tertentu. Analisis dilakukan terhadap berbagai
sumber hukum melalui studi dokumen dan
penelusuran literatur yang mencakup bahan hukum
primer, sekunder, maupun tersier. = Untuk
menginterpretasikan temuan penelitian, digunakan
pendekatan  deskriptif-analitis  yang  bertujuan
menjelaskan secara sistematis pelaksanaan hak
subrogasi  pemegang  polis  dalam  praktik
penyelenggaraan asuransi (Amane & Laali, 2022);
(Rahman et al., 2022). Data penelitian diperoleh
melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan
berbagai referensi yang relevan, seperti buku
akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu,
pandangan para ahli, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tema
penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan
pendekatan kualitatif normatif melalui proses
pengkajian, interpretasi, dan sintesis terhadap
berbagai sumber yang telah dihimpun. Analisis
tersebut diarahkan untuk menjawab rumusan masalah
penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang
disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan
pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena
yang diteliti (Alaslan et al., 2023); (Razali et al.,
2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena perceraian di Luwuk mengalami
peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data
perkara Pengadilan Agama Luwuk menunjukkan
ribuan perkara perdata agama didominasi kasus
perceraian. Wilayah Kabupaten Banggai sebagai
wilayah inti menyumbang proporsi terbesar dari total
perkara perceraian (sekitar 73%), Berdasarkan data
yang dihimpun dari Pengadilan Agama Luwuk,
terdapat tren peningkatan angka perceraian yang
cukup signifikan selama periode 2019-2023. Pada
tahun 2019, jumlah perkara perceraian yang masuk ke
Pengadilan Agama Luwuk tercatat sebanyak 412
perkara (Luwukpost.id, 2021). Angka ini meningkat
menjadi 438 perkara pada tahun 2020, kemudian
sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021
menjadi 421 perkara yang diduga berkaitan dengan
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pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19
(Luwukpost.id, 2021). Namun demikian, angka
perceraian kembali melonjak tajam pada tahun 2022
dengan 487 perkara dan mencapai puncaknya pada
tahun 2023 dengan 555 perkara (Luwukpost.id,
2021) (Dewi & Hartini, 2022).

Grafik 1: Tren Peningkatan Angka Perceraiann di

Luwuk (2019-2023)

Beberapa Faktor penyebab perceraian antara lain:
a. Berdasarkan analisis terhadap dokumen putusan

2023 /

2022 /

2021 M Tren Perceraian
\ PA Luwuk

2020 /

2019
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pengadilan dan hasil wawancara mendalam
dengan informan, teridentifikasi beberapa faktor
dominan yang menjadi penyebab perceraian di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk
(Luwukpost.id, 2021). Pertama,
ketidakharmonisan rumah tangga yang mencakup
seringnya terjadi pertengkaran dan konflik antara
pasangan, baik yang bersifat verbal maupun fisik,
menjadi faktor yang paling sering dikemukakan
dengan proporsi 38,2% dari total kasus
(Mangerang, 2024). Ketidakharmonisan ini pada
umumnya berpangkal dari perbedaan karakter,
kurangnya komunikasi yang efektif, dan
rendahnya kemampuan manajemen konflik dari
pasangan suami-istri (Hakim, 2022).

b. Faktor Ekonomi atau kesulitan ekonomi menjadi
salah satu faktor terbesar perceraian. Banyak
pasangan mengalami konflik akibat penghasilan
yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
permasalahan  ekonomi sebagai penyebab
perceraian dengan proporsi 29,5%
(Luwukpost.id, 2021). Dalam kategori ini
termasuk suami yang tidak memberikan nafkah
secara memadai, perselisihan tentang
pengelolaan keuangan rumah tangga, lilitan
hutang, dan dampak dari PHK atau kehilangan
penghasilan. Temuan ini memperkuat
argumentasi bahwa kondisi ekonomi makro suatu
daerah memiliki korelasi yang signifikan dengan
tingkat perceraian. Faktor ekonomi seringkali
bersifat multidimensi karena tidak hanya
menimbulkan tekanan material, tetapi juga

memicu stres psikologis yang pada gilirannya
memperburuk  kualitas  relasi  perkawinan.
Komunikasi ~ yang  buruk  menyebabkan
kesalahpahaman dan pertengkaran terus-menerus
(Fauzi, 2022).

. Pihak Ketiga atau perselingkuhan sering menjadi

pemicu utama keretakan rumah tangga.
keterlibatan pihak ketiga (perselingkuhan) dengan
proporsi  18,3% (Luwukpost.id, 2021), dan
keempat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
dengan proporsi 14% (Luwukpost.id, 2021).
Keempat faktor ini saling berkaitan dan seringkali
terjadi secara bersamaan. Perlu dicatat bahwa
dalam banyak kasus, alasan yang dikemukakan di
pengadilan hanyalah salah satu dari kompleksitas
permasalahan yang sesungguhnya
melatarbelakangi perceraian tersebut. Hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dan
hakim dalam memahami akar masalah yang
sesungguhnya dan memberikan solusi yang tepat
sasaran (Hakim, 2022).

. Pengaruh Media Sosial kadang memperbesar

konflik rumah tangga akibat kurangnya

Faktor Penyebab
Perceraian " ketidakharmon

Isan

ﬂ/b = Ekonomi
18% 2970
0%

keterbukaan dan kepercayaan antar pasangan. Di
era digital saat ini, pengaruh media sosial dan
teknologi informasi juga semakin diakui sebagai
faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya
angka perceraian, terutama melalui fenomena
perselingkuhan berbasis daring (Hidayah &
Mulyadi, 2021). Serta Perkawinan Muda atau
pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini
umumnya masih kekurangan kedewasaan baik
secara emosional maupun finansial. Tingginya
angka pernikahan dini di beberapa lokasi,
termasuk di Kabupaten Banggai, menjadi salah
satu elemen risiko yang cukup penting. Pasangan
yang menikah pada usia muda umumnya masih
berada dalam tahap perkembangan psikologis dan
emosional yang belum sepenuhnya matang,
sehingga lebih rentan mengalami kesulitan dalam
menghadapi kompleksitas hubungan perkawinan
dan tanggung jawab keluarga (Aridhona & Bakar,
2020).

Grafik 2: Persen Faktor Penyebab Perceraian

Contoh  Kasus Perceraian dan Cara
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Penyelesaiannya di Luwuk Kabupaten Banggai:
“Seorang istri berinisial “AN” mengajukan

gugatan cerai terhadap suaminya “RM” di

Pengadilan Agama Luwuk. Karena kehadiran pihak

ketiga dalam hubungan rumah tangga mereka

menjadi salah satu faktor penyebab perselingkuhan

yang berujung perceraian, akibatnya konflik yang

terus berlangsung, istri lebih merasa tidak

mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga

sehingga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan

Agama Luwuk. (Luwukpost.id, 2021)”
Proses Penyelesaian Perkara

1. Pendaftaran Gugatan
Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke
Pengadilan Agama Negeri Luwuk dengan
melampirkan Buku nikah, KTP, Surat gugatan,
dan bukti pendukung lainnya

2. Mediasi
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung, hakim
terlebih dahulu mewajibkan mediasi antara kedua
pihak. Dalam proses ini hakim mediator mencoba
mendamaikan pasangan agar mempertahankan
rumah tangga. Namun dalam kasus ini mediasi
gagal karena kedua pihak tetap ingin berpisah.

3. Persidangan
Dalam memutus perkara, majelis hakim
mendasarkan pertimbangannya pada keterangan
para pihak, bukti dokumenter, dan kesaksian yang
terungkap persidangan.  Setelah
mencermati  seluruh fakta hukum, hakim
berkesimpulan bahwa konflik yang
berkepanjangan telah menyebabkan retaknya
hubungan suami istri dan menghambat
terwujudnya tujuan perkawinan secara efektif.

4. Putusan Hakim

selama

Setelah menelaah seluruh alat bukti dan
keterangan para pihak, pengadilan berkesimpulan
bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat
diwujudkan karena hubungan keluarga telah
mengalami ketidakharmonisan yang disertai
perselisihan  berkepanjangan  serta  tidak
optimalnya pelaksanaan tanggung jawab suami
dalam keluarga. Atas dasar tersebut, permohonan
perceraian dikabulkan. Dalam aspek pengasuhan,
anak berada dalam pemeliharaan ibu, sedangkan
ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk
menanggung biaya pemeliharaan dan kebutuhan
hidup anak sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya. (Luwukpost.id, 2021).
Analisis Perspektif Social Education
Kasus ini mengindikasikan bahwa perceraian
tidak hanya merupakan isu hukum, tetapi juga
berkaitan dengan pendidikan sosial. Rendahnya
pemahaman mengenai komunikasi keluarga,
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tanggung jawab rumah tangga, dan manajemen
konflik menjadi faktor utama. Peradilan agama dalam
hal ini menjalankan fungsi pendidikan sosial melalui
mediasi dan nasihat hakim, edukasi hak dan kewajiban
pasangan, perlindungan terhadap hak anak pasca
perceraian, dan penyadaran pentingnya tanggung
jawab orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan
konseling keluarga perlu diperkuat untuk menekan
angka perceraian (Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah
Ramadhoifah, 2024).

Peradilan Agama sebagai Instrumen Social
Education

Dari perspektif social education, tingginya angka
perceraian di Pengadilan Agama Luwuk dapat
dianalisis dari tiga dimensi utama. Dimensi pertama
adalah dimensi institusional pendidikan, yang
berkaitan dengan sejauh mana lembaga-lembaga
pendidikan formal maupun informal telah berhasil
menanamkan nilai-nilai keluarga dan keterampilan
berumah tangga kepada individu. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang
berperkara perceraian menyatakan tidak pernah
mendapatkan pendidikan formal tentang cara
membina kehidupan berumah tangga yang harmonis,
baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga asal,
maupun melalui kursus pranikah yang difasilitasi oleh
Kementerian Agama (Fuad, 2020).

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional,
Peradilan Agama dibentuk untuk memberikan layanan
penegakan hukum bagi umat Islam dalam perkara-
perkara tertentu yang menjadi kewenangannya.
Eksistensi lembaga ini mencerminkan upaya negara
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
mekanisme penyelesaian sengketa yang selaras
dengan nilai-nilai keagamaan serta kerangka hukum
nasional (Sulteng, 2025). Berbagai perkara yang
menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama mencakup
masalah keluarga dan ekonomi syariah, seperti
perceraian, kewajiban nafkah, pembagian warisan,
hibah, serta sengketa transaksi syariah. Dalam
menjalankan fungsi peradilannya, hakim memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
putusan didasarkan pada asas keadilan dan selaras
dengan norma-norma hukum Islam sehingga mampu
memberikan penyelesaian yang tepat bagi para pihak
yang bersengketa. Dalam perspektif social education,
Pengadilan  Agama  tidak  hanya  bertugas
menyelesaikan konflik, tetapi juga berperan sebagai
media edukasi sosial bagi komunitas. Implementasi
fungsi tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan
mediasi, layanan konsultasi hukum, perlindungan hak
perempuan dan anak, serta edukasi hukum keluarga
kepada masyarakat. Dengan menjalankan fungsi-
fungsi tersebut, Peradilan Agama tidak hanya
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berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga
berkontribusi dalam penguatan kesadaran hukum dan
ketahanan sosial keluarga. Di sisi lain, prosedur
peradilan memberikan ruang bagi para pencari
keadilan untuk menuntut dan memperoleh pemulihan
atas hak-hak yang terlanggar melalui mekanisme
hukum yang sah, sehingga dapat mencegah praktik-
praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam kerangka hukum acara perdata, setiap pihak

memiliki kedudukan yang sama di depan pengadilan

serta dibebani hak dan kewajiban yang harus
dijalankan secara proporsional selama proses
pemeriksaan perkara (Azizah Yasmine, Huriyyah

Aqilah Ramadhoifah, 2024).

Pendidikan sosial melalui lembaga peradilan
termanifestasi dalam beberapa fungsi:

1. Fungsi Preventif (Pencegahan): Melalui
bimbingan  dan  sosialisasi  Perkawinan
berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 mengenai Perkawinan, diartikan
sebagai hubungan fisik dan emosional antara laki-
laki dan perempuan yang berstatus suami dan istri
dengan maksud untuk menciptakan keluarga
(rumah tangga) yang sejahtera dan abadi
berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan
Yang Maha Esa (Santoso, hukum perkawinan
islam, 2016). Pada Pasal 7 dalam undang-undang
ini dijelaskan adanya modifikasi, yang pertama
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menyebutkan ~ bahwa  pernikahan  yang
diperbolehkan mesti melalui izin khusus ketika
pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun,
sekarang diubah menjadi usia 19 tahun untuk pria
dan wanita yang berniat untuk menikah.
Penetapan batas usia untuk menikah pastinya
melibatkan serangkaian langkah dan berbagai
faktor yang dipertimbangkan. Tujuannya adalah
agar kedua pihak betul-betul dalam keadaan siap
dan matang secara fisik, psikologis, serta mental
ketika menjalani ikatan pernikahan. Selain itu, hal
ini juga bertujuan agar setiap pasangan suami istri
mengetahui makna pernikahan serta
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab
mereka masing-masing dalam membangun
rumah tangga. Logikanya, dengan adanya
peningkatan usia minimum perkawinan, praktik
perkawinan anak akan berkurang, atau bahkan
tidak terjadi lagi. Namun, kenyataannya tidak
seperti itu, disayangkan masih ada beberapa
perkawinan anak di bawah umur yang terjadi
(Haris, 2023).

2. Fungsi Kuratif (Penyelesaian Konflik): Melalui
proses mediasi (PERMA No. | Tahun 2016) yang
berusaha mendamaikan pihak bersengketa.

Proses ini menempatkan mediasi sebagai tahap
wajib sebelum perkara dilanjutkan ke proses
litigasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi
tantangan yang cukup serius. Data menunjukkan
bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat
bervariasi antar pengadilan agama (Khaeruddin,
2025).

. Fungsi Protektif (Perlindungan): Pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama merupakan langkah penting
dalam mewujudkan unifikasi hukum di lingkungan
Peradilan Agama. Regulasi ini mengatur secara
komprehensif aspek kelembagaan, kewenangan,
dan mekanisme beracara, sekaligus mengakhiri
berbagai perbedaan pengaturan yang sebelumnya
berlaku. Dengan demikian, keberadaan undang-
undang tersebut menjadi dasar bagi terciptanya
keseragaman dan kepastian hukum dalam
pelaksanaan fungsi Peradilan Agama di Indonesia
(Mirwan, 2020). Namun kemudian diubah melalui
UU Nomor 3 Tahun 2006, yaitu tentang kekuasaan
absolut, yang artinya hakim memiliki wewenang
penuh mengenai perkara yang ditangani. Peradilan
agama adalah salah satu lembaga yang
menjalankan tugas kehakiman di Indonesia,
bertanggung jawab untuk meninjau, mengambil
keputusan, dan menyelesaikan sengketa yang
dialami oleh masyarakat. Kerangka hukum yang
menjadi dasar operasional Peradilan Agama
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang selanjutnya mengalami pembaruan
regulatif melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
guna menyesuaikan dinamika sistem hukum
nasional dan kebutuhan masyarakat (Mirwan,
2020).

. Fungsi Edukatif (Pendidikan) Pasca-Putusan:

Pengadilan Agama juga berperan dalam
memberikan edukasi kepada para pihak mengenai
hak-hak yang timbul akibat perceraian, khususnya
yang berkaitan dengan perlindungan perempuan
dan anak. Hak tersebut meliputi nafkah iddah,
yaitu kewajiban mantan suami untuk memenuhi
kebutuhan hidup mantan istri selama masa tunggu
perceraian, termasuk penyediaan tempat tinggal
hingga berakhirnya masa iddah, terutama apabila
mantan istri sedang mengandung. Selain itu,
mantan suami diwajibkan memberikan nafkah
mut’ah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan
material setelah perceraian. Di samping itu,
terdapat kewajiban pembayaran naftkah madhiyah,
yaitu natkah yang belum terpenuhi selama masa
perkawinan, yang bertujuan menjamin
terpenuhinya hak-hak ekonomi keluarga dan
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mencegah terjadinya kerentanan sosial pada anak
pasca perceraian. Dalam sistem hukum Islam,
putusnya perkawinan melalui talak tidak
menghapus seluruh tanggung jawab suami
terhadap mantan istri. Oleh karena itu, setelah
ikrar talak diucapkan, suami tetap memiliki
kewajiban untuk memenuhi nafkah tertentu
sebagai konsekuensi yuridis dari berakhirnya
perkawinan. Secara yuridis, perkawinan dianggap
berakhir setelah ikrar talak diucapkan di hadapan
majelis hakim dan memperoleh pengesahan
melalui mekanisme yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini
diperkuat oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang
mengharuskan pemenuhan hak-hak ekonomi
perempuan akibat perceraian, seperti nafkah
iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, sebagai
bentuk perlindungan terhadap mantan istri. Lebih
lanjut, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman  Mengadili Perempuan
Berhadapan dengan Hukum menegaskan
pentingnya perspektif keadilan gender dalam
proses peradilan dengan menjamin kesetaraan
kedudukan para pihak serta perlindungan
terhadap hak-hak perempuan dalam setiap

Perkara

tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan
Agama (Alya, 2024). Serta yang terakhir Nafkah
Hadhanah yaitu nafkah yang meskipun anaknya
tinggal ibunya, ayahnya tetap
bertanggung jawab secara finansial untuk
menghidupi dan membiayai anaknya, tanggung
jawab untuk mengasuh anak tersebut tetap berada
di tangan kedua orang tuanya setelah perceraian
(Cahyani & Hufron, 2024).

5. Fungsi Rehabilitatif (Pemulihan Sosial): terlihat
melalui upaya Pengadilan dalam membantu
masyarakat kembali stabil setelah konflik.
Contohnya mediasi damai, penyelesaian tanpa
kekerasan, menjaga hubungan keluarga tetap baik
setelah cerai (Khaeruddin, 2025).

bersama

Rekomendasi  Kebijakan  Berbasis  Social
Education

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang
telah dijelaskan, penelitian ini memberikan beberapa
rekomendasi terkait kebijakan yang dilandasi oleh
prinsip-prinsip social education. Pertama, integrasi
modul pendidikan perkawinan dan keluarga dalam
kurikulum pendidikan formal, khususnya pada
jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi. Modul ini
tidak hanya mencakup aspek hukum perkawinan,
tetapi juga keterampilan komunikasi interpersonal,
manajemen konflik, dan literasi keuangan keluarga

(Ghozali, 2019).
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Revitalisasi dan penguatan program kursus calon
pengantin (Suscatin) yang diselenggarakan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini perlu
dilengkapi dengan materi yang lebih komprehensif
dan dikemas dengan metode yang lebih interaktif dan
partisipatif, sehingga benar-benar mampu
mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk
menghadapi realitas kehidupan berumah tangga.
Ketiga, pembentukan pusat konsultasi keluarga
berbasis masjid atau komunitas yang dapat menjadi
garda terdepan dalam menangani konflik rumah
tangga sebelum mencapai tahap perceraian (Fuad,
2020).

Peningkatan kapasitas dan kualitas program
mediasi di Pengadilan Agama Luwuk dengan
melibatkan mediator profesional yang memiliki latar
belakang psikologi, konseling, dan hukum keluarga.
Program mediasi perlu dikembangkan tidak hanya
sebagai formalitas prosedural, tetapi sebagai wahana
edukasi yang sesungguhnya bagi pasangan yang
sedang dalam konflik. Kelima, penguatan kolaborasi
antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama,
lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan
dalam membangun ekosistem pendukung ketahanan
keluarga yang komprehensif (Asnawi, 2021).

4. Kesimpulan

Peradilan Agama Luwuk telah menjalankan peran
social education melalui mekanisme mediasi yang
intensif dan transparansi informasi hukum. Tingginya
angka perceraian di Kabupaten Banggai harus disikapi
dengan penguatan edukasi sosial secara masif, baik di
dalam maupun di luar persidangan, guna membangun
masyarakat yang sadar hukum dan memiliki
ketahanan keluarga yang kokoh. Peradilan agama
memiliki peran penting tidak hanya sebagai lembaga
penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai
sarana pendidikan sosial masyarakat. Tingginya angka
perceraian di Luwuk Kabupaten Banggai dipengaruhi
oleh faktor ekonomi, komunikasi keluarga yang
buruk, perselingkuhan, dan rendahnya kesiapan
pasangan dalam membangun rumah tangga. Melalui
mediasi, pembinaan hukum, dan putusan yang
berkeadilan, peradilan agama berupaya memberikan
edukasi sosial kepada masyarakat agar memahami
pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Oleh
karena itu, sinergi antara keluarga, lembaga
pendidikan, pemerintah, dan peradilan agama sangat
diperlukan dalam membangun ketahanan keluarga di
masyarakat.

Bagi masyarakat khususnya di wilayah Luwuk,
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan
pentingnya ketahanan keluarga sebagai unit edukasi
sosial yang paling mendasar. Penguatan nilai-nilai
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moral, keterbukaan komunikasi antar-pasangan, serta
pemanfaatan lembaga konsultasi keluarga atau tokoh
adat/agama setempat secara dini sangat disarankan
ketika menghadapi gejala keretakan rumah tangga,
sebelum memutuskan untuk menempuh jalur hukum
di pengadilan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada
penggunaan pendekatan normatif yang bertumpu
pada analisis deskriptif kualitatif serta ruang lingkup
kajian yang terbatas pada lokasi tertentu. Dengan
demikian, penelitian lanjutan perlu mengembangkan
pendekatan empiris melalui studi lapangan guna
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai  implementasi dan dampak sosial
perceraian di masyarakat. Penelitian berikutnya juga
dapat diarahkan pada pengujian efektivitas program
bimbingan pranikah secara statistik, maupun kajian
mengenai  konsekuensi  psikologis  perceraian
terhadap anak pascaputusan pengadilan dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan
keluarga di Kabupaten Banggai.
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